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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana PElaku Pedofilia 

(Studi Putusan Nomor :227/Pid.Sus/2019/PN.Plp dan Putusan Nomor: 

246/Pid.Sus/2020/PN.Jap)" Pertanggungjawaban pidana adalah suatu 

bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Anak adalah 

sebuah anugerah yang dikaruniai oleh tuhan untuk kita jaga dan rawat, mereka 

adalah generasi penyambung bangsa untuk masa depan negara namun banyak  

nya tindak pidana atau kejahatan atau sering disebut dengan delik sudah dapat  

diperkirakan ada sejak adanya manusia, bahwa pertanggungjawaban pidana 

pedofilia dalam hukum pidana berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban 

pidana menyatakan bahwa pedofilia memenuhi unsur-unsur 

pertanggungjawaban. pidana yaitu unsur mampu bertanggung jawab, unsur 

kesalahan dan unsur tidak ada alasan pemaaf, pedofilia hanyalah penyimpangan 

jiwa dimana memiliki kelainan orientasi seksual yang ditujukan terhadap anak  

anak, sehingga pedofilia ini dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum 

pidana. Pertanggungjawaban pidana pedofilia dalam hukum pidana berdasarkan  

teori hukum tentang pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa pedofilia 

ini dapat bertanggung jawab karena bukan merupakan  penyakit jiwa maupun 

terganggu pertumbuhan jiwanya seperti alasan penghapusan pidana yang 

tercantum dalam Pasal 44 KUHP Serta sanksi yang diterapkan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan alas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pedofllia, Anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan karunia Tuhan dari sebuah ikatan perkawinan. 

Setiap  anak yang dilahirkan adalah suci, oleh karena itu janganlah sia-

siakan anak demi penerus generasi bangsa.1 Baik atau buruk karakter anak 

tergantung bagaimana didikan orang tua dan lingkungan tempat tinggal 

anak, maka orang tua dan lingkungannyalah yang akan membentuk karakter 

anak.2 Anak memang merupakan  manusia paling lemah, pada umumnya 

anak sangat tergantung pada orang  dewasa,  sangat rentan dengan Tindakan 

kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh  orang dewasa, dan secara 

psikologis masih labil. Anak tidak seperti orang dewasa yang mampu 

mengidentifikasi persoalan serta mengambil keputusan atas pilihannya, dan 

anak dianggap belum mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri.3  

Kejahatan terjadi disetiap dimensi di masyarakat, merupakan 

fenomena kehidupan manusia. Upaya yang dapat dilakukan ditujukan untuk 

mencegah dan mengurangi kejahatan di masyarakat. Kejahatan terkait erat 

 
1 Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya 

Paramita, hlm 22. 
2 Amalia Ayu, “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan 

dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia,” Jurnal 

Lex et Societatis, Vol.III, No.1, 

https://www.academia.edu/49588570/DiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_17_Nomor_2_Agustus_

2021. Diakses Pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 13.10 WIB. 
3Kobandaha, Mahmudin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam 

Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia.” Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 23. No. 8, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070, Diakses Pada tanggal 

5 Juli 2022 pukul 19.00 WIB. 

https://www.academia.edu/49588570/DiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_17_Nomor_2_Agustus_2021
https://www.academia.edu/49588570/DiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_17_Nomor_2_Agustus_2021
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070
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dengan hukuman, karena mereka yang telah melakukan kejahatan harus 

diadili dan dihukum sesuai dengan itu.4 

Kejahatan sebagai salah satu bentuk perilaku manusia sangat 

merugikan masyarakat karena mengancam norma-norma yang menopang 

kehidupan atau tatanan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan-

ketegangan individual, tetapi juga ketegangan-ketegangan sosial. Alasan 

diakuinya adanya kejahatan tersebut adalah karena kejahatan tersebut 

merupakan perilaku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti 

kejahatan kesusilaan, termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual 

dan lain-lain. Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang cukup 

mendapat perhatian publik, terbukti dengan seringnya pemberitaan 

pemerkosaan dan kejahatan cabul di berbagai platform media elektronik dan 

cetak. Perubahan perkembangan teknologi yang semakin menimbulkan 

permasalahan baru bagi pembuat undang-undang tentang bagaimana secara 

efektif dan efektif melindungi masyarakat dari bahaya demoralisasi akibat 

masuknya sikap dan adat budaya barat terkait kehidupan seksual ke dalam 

negaranya masing-masing. Tidak dipungkiri masuknya pandangan dan 

kebiasaan budaya barat ke Indonesia, dapat menimbulkan masalah bagi 

pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan 

mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat yang bukan tidak 

mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam 

 
4 Andi Hamzah, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika 

Pressindo, Jakarta, hlm 9. 
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memelihara ketahanan nasional mereka.5 Pelecehan seksual adalah perilaku 

pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks dalam konteks tidak 

diinginkan, termasuk permintaan melakukan seks, dan perilaku lainnya 

yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Terdapat berbagai 

bentuk pidana yang dilakukan, seperti yang telah di sebutkan diatas. Dapat 

di analogikan dengan contohnya adalah kejahatan pelecehan khususnya 

pencabulan terhadap anak atau biasa disebut sebagai pedofilia. 

Pedofilia sendiri memiliki makna sebagai kelainan atau gangguan 

jiwa pada diri seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak sebagai 

perangkat atau sasaran dari perbuatan itu. Biasanya, bentuk tindakannya 

berupa hasrat seksual. Perbuatan pelecehan seksual ini sangat meresahkan 

karena korbannya adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan 

trauma psikologis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.  

Pasal-pasal KUHP mengenai tindak pidana yang masuk golongan kejahatan 

atau misdrijven selalu mengandung unsur kesalahan, dari pihak pelaku 

tindak pidana, yaitu kesengajaan atau culpa.6 

Pengidap pedofilia, menciptakan seorang anak sebagai objek. 

Individu yang mengidap pedofilia, biasanya melaksanakan tindakannya, 

dengan adanya motivasi keinginannya memuaskan keinginan menyalurkan 

seksualnya. Kriminolog Adrianus Meliala, membagi pedofilia dalam dua 

 
5 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Melanggar Norma 

Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 1.  
6 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT Eresco, Bandung, 

1989, hlm 70. 
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jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan 

bawaan seseorang sejak lahir. Kedua, pedofilia habitual (biasa), kelainan 

seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.masyarakat 

menduga banyak kasus pedofilia. Namun, masih sedikit yang terungkap dan 

diketahui masyarakat umum. Terbukti para pedofil menggunakan berbagai 

cara dan cara menjebak. Beberapa korban telah menyumbangkan beasiswa, 

menjadi orang tua angkat, dan menyumbangkan berbagai properti dan 

fasilitas, antara lain. Anak menjadi korban karena lemah secara sosial, 

mudah ditipu, mudah dipaksa, dan takut melapor kepada orang tuanya, 

padahal mereka sudah sering menjadi korban. Selain itu, banyak anak 

terlantar yang berkeliaran di jalan, tempat umum atau permukiman kumuh 

juga menjadi korban perilaku pedofilia karena kurang mampu secara 

ekonomi sehingga anak jalanan rentan menjadi korban pedofilia.7  

Praktek Pedofilia akan berdampak negatif pada anak-anak. Hal ini 

tidak hanya akan merugikan tubuh secara fisik di kemudian hari, tetapi juga 

akan merugikan pikiran dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi yang 

dapat terbawa hingga dewasa. Selain itu, sebagian besar korban pedofilia 

disebabkan oleh pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa di masa 

kanak-kanak. Dilihat dari berbagai perilaku yang menjadi ciri pedofil 

terhadap anak-anak tersebut, dapat dikatakan bahwa anak-anak sedang 

dieksploitasi. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

 
7 Desita Rahma Setia Wati, Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia, Surakarta:uns,2010, hlm. 3. 
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Pasal 290 menjadikan dasar peraturan dijatuhkannya hukuman pidana 

terhadap pelaku pemerkosaan atau pencabulan anak (pedofilia).8 Akan 

tetapi masih perlu ditambahkan regulasi khusus untuk menangani tindak 

pidana pedofilia yang pelakunya merupakan orang dewasa, karena tujuan 

serta caranya berbeda dengan yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana saat ini.  

Tindak pidana pedofilia atau lebih dikenal sebagai pencabulan anak 

dibawah umur sudah diatur pada Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun pada 

kenyataanya tidak memberi efek jera bagi pelaku dan orang lain, karena 

pasal-pasal tersebut dianggap masih lemah. Sehingga kasus ini sangat 

marak dan mengancam anak-anak. Dasar untuk mengadili pelaku pedofilia 

dengan tuntutan pidana penjara paling lama lima tahun yang dijelaskan 

dalam Pasal 292 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 

Pencabulan sudah dipandang tidak relevan untuk memberikan efek jera. 

Dalam kasus pedofilia, anak dieksploitasi sebagai korban. Secara hukum, 

pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku eksploitasi atau pedofil itu 

sendiri. Terdapat juga pada Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang menyebutkan sanksi maksimal 9 tahun penjara namun penuntutan 

tidak dilakukan apabila tidak ada pelaporan. Inilah kelemahan Kitab 

 
8 Undang – Undang ,Tentang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946. 
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Undang-Undang Hukum Pidana, karena pada kenyataannya sebagian besar 

korban enggan melaporkan kejadian tersebut dengan alasan ancaman, 

penghinaan dan alasan lainnya9.  Perlindungan anak untuk kasus pencabulan 

anak di bawah umur tidak luput dari perkembangan Undang-undang 

perlindungan anak yakni menurut Undang – Undang Perlindungan Anak 

menjelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegaitan untuk 

menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.10 

Dalam penegakan namun seiring bertambahnya tahun, Undang-

Undang ini belum dapat berjalan secara efektif.  Untuk itu dilakukan 

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak.11 Perubahan Undang-undang ini bermanfaat untuk  

menegaskan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak 

 
9 Revorieza, Lintang and Candra Irawati, Arista Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pedofilia Dalam Mewujudkan Keadilan, Universitas Ngudi Waluyo 2021. 
http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/1538 Diakses Pada Tanggal 8 Juli pukul 20:45 WIB. 

10 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang  Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 297). 
11 M, Didi., “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bidang 

Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2015 (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 

Tahun 2016), https://docplayer.info/67681547-Implementasi-kebijakan-pengembangan-kota-layak-

anak-bidang-pendidikan-di-kota-yogyakarta-tahun-2015.html Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2022, 

pukul 15:00 WIB. 

http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/1538
https://docplayer.info/67681547-Implementasi-kebijakan-pengembangan-kota-layak-anak-bidang-pendidikan-di-kota-yogyakarta-tahun-2015.html
https://docplayer.info/67681547-Implementasi-kebijakan-pengembangan-kota-layak-anak-bidang-pendidikan-di-kota-yogyakarta-tahun-2015.html
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sebagai ancaman yang lebih berat lagi dan menimbulkan efek jera bagi 

pelaku.12  

Sebagai halnya diatur didalam pasal 20 sampai 24 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tugas dan 

tanggungjawab pelaksanaan perlindungan anak terdapat pada negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, lalu diubah dengan 

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta di maksimalkan lagi dengan 

diluarkannya Peraturan Pemerintah yang menggantikan Undang-Undang 1 

Tahun 2016 telah digabungkan ked ala, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Perlindungan Anak.13 Hukuman pelaku pencabulan 

sebagaimana telah diatur dalam Undang – undang perlindungan anak 

dibawah usia pada pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan Anak bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, 

pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya 

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancamana pidana sebagaimana dimaksud pada 

 
12 Nety H., Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, 

Jurnal Hukum, Vol. 12, No.1 https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/577 

Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2022, pukul 10:00 WIB. 
13 Puspita, Tian, Sinkronisasi Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Hak 

Anak sebagai Pelaku Kejahatan), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.2, 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4192 Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2022, Pukul 

21:00 WIB. 

https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/577
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4192
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ayat (1)” dengan lahirnya Undang – Undang dan peraturan pemerintah 

tentang perlindungan anak menjadi angin segar dalam penegakkan hukum 

khususnya korban pencabulan anak dibawah usia. Pemerintah juga perlu 

menambah pidana berupa pidana mati dan pidana tambahan sebagai 

pemberat hukuman bagi pelaku pencabulan seperti kebiri kimia, 

pemasangan chip, serta pembahasan ke publik sehingga dapat memberikan 

efek jera.14 Pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 sanksi tindak 

pidana pencabulan tertera pada pasal 6 huruf b dimana dipidana penjara 

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Kasus Pedofilia yang telah memiliki putusan hakim yang in kracht 

yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Putusan nomor 

227/Pid.Sus/2019/PN Plp pada kasus putusan ini berawal ketika ibu anak 

korban pergi ke warung dan meninggalkan anak korban serta adiknya di 

rumah, kemudian karena lama ibu anak korban tidak pulang sehingga anak 

korban pergi mencari ibunya, selanjutnya anak korban bertemu dengan 

pelaku yang sedang buang sampah lalu terdakwa memanggil anak korban 

lalu terdakwa mendekati, kemudian pelaku memberikan uang Rp. 2.000 

(dua ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu terdakwa mengendong 

anak korban dan memangkunya lalu terdakwa mencium mulut anak korban 

 
14 La Hanuddin, Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pencabulan Anak Di Bawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Posistif Dan Hukum Islam. Jurnal 

Syaitar, Vol 2 No. 2, Mei 2022, http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar Diakses Tanggal 

17 Juli 2022, Pukul 12.45 WIB. 

http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar
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lalu memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban lalu memegang 

dan meraba-raba alat kelamin anak korban. Atas perbuatan terdakwa 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 

76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta dijatuhkan 

sanksi tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 

sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut 

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 

Pada putusan 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap pada putusan nomor 

246/Pid.Sus/2020/PN Jap yang menjadi objek pada kasus putusan ini 

berawal ketika anak korban mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, 

kemudian anak saksi memanggil anak korban sehingga anak korban 

menemui Ayu Septiani. Selang beberapa menit, Pelaku kembali sambil 

membawa minuman alkohol dan mengunci pintu perpusatakaan dari dalam. 

Selanjutnya pelaku memaksa anak korban untuk meminum minuman 

alcohol kemudian pelaku kembali meminumnya serta memberikan 

minuman alkohol tersebut kepada anak korban melalui mulut terdakwa 

dengan cara mencium anak korban namun anak korban tidak mau, serta 

memegang payudara anak korban, pada saat itu anak korban. Atas perbuatan 

terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 

ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 
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Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 1 Tahun 2016. Dengan ini menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda 

sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan syarat  berupa sanksi 

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) 

bulan. 

Sehingga berdasarkan kasus dan uraian singkat di atas, penulis tertarik 

untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku 

pedofilia kedalam sebuah skripsi yang berjudul 

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEDOFILIA 

(Studi Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2019/PN Plp dan Putusan Nomor : 

246/Pid.Sus/2020/PN.Jap)” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat beberapa 

rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelaku 

kejahatan seksual? 

2. Bagaimana penerapan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku 

kejahatan pedofilia dalam Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2019/PN Plp 

dan Putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai korban kejahatan seksual. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban 

pidana   bagi  pelaku  kejahatan  pedofilia dalam putusan Putusan 

Nomor: 227/Pid.Sus/2019/PN Plp dan Putusan Nomor : 

246/Pid.Sus/2020/PN.Jap. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara 

teoritis maupun secara pratis, antara lain: 

1. Manfaat secara Teoritis 

Secara Teoritis, hasil penulisan ini di harapkan bisa bermanfaat 

dalam segi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu 

hukum, pembaruan nasional secara luas, dapat memberikan tambahan 

referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis 

dan sebagai tambahan bagi perpustakaan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi mahasiswa manfaat secara praktis yakni digunakan sebagai 

sarana dengan tujuan menambah wawasan dan referensi terhadap 

mahasiswa fakultas hukum terkait tindak pidana narkotika yang 

dilaksanakan oleh anak dibawah umur. 
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b. Bagi masyarakat, manfaat secara praktis yakni digunakan agar dapat 

menginformasikan kepada masyarakat terkait Tindak pidana 

Kekerasan Seksual Pedofilia. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan ini hanya dibatasi pembahasan yang 

berhubungan dengan pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan 

terhadap tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh orang dewasa 

serta pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang bertindak sebagai 

pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak dibawah umur dalam Putusan 

Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Plp dan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah 

perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh suatu 

individu dan perlindungan ini dipersembahkan kepada masyarakat 

umum agar mereka dapat menikmati semua hak yang disediakan oleh 

hukum. Hukum dapat bekerja untuk mencapai perlindungan yang tidak 

hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. 

Keadilan diperlukan bagi mereka yang lemah dan belum kuat, baik 

secara sosial, ekonomi maupun politik untuk memperoleh keadilan.15 

 
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm 54. 
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Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi beberapa hal, yaitu :  

a) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu suatu bentuk pengawasan 

hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya untuk 

mengajukan konsep dari bentuk pengawasan hukum ini, sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat hal yang akurat. Hal ini 

guna untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran.  

b) Perlindungan Hukum Represif, yaitu suatu bentuk perlindungan 

hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa yang 

berupa denda, sanksi, penjara, dan hukuman tambahan. 

Perlindungan ini merupakan suatu bentuk perlindungan akhir.16 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai 

“toereken-baarheid”, “criminal responsibility”, “criminal leability”, 

teori ini bertujuan untuk memastikan apakah seseorang tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan untuk pidananya atau tidak terhadap 

perbuatannya17 Pada dasarnya teori ini ialah suatu metode yang telah 

dibangun atas kesepakatan hukum untuk bersaksi pada pelanggaran dari 

pada kesepakatan memeluk suatu perbuatan tertentu. 

 
16 Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya 

Tradisional di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta, Journal of Intellectual Property 1, no. 1 (2018): hlm 13–23, 

www.journal.uii.ac.id/JIPRO. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 21:55 WIB. 
17 SR. Sianturi,1996, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Penerapannya, Jakarta : 

Alumni, hlm 245 

http://www.journal.uii.ac.id/JIPRO


14 
 

 
 

3.  Teori Pertimbangan Hakim 

Puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili 

oleh hakim ialah putusan hakim. Hakim memberikan putusannya 

mengenai beberapa hal sebagi berikut : 

Keputusan perihal peristiwanya, apakah terdakwa sudah 

melancarkan perbuatannya yang telah dituduhkan padanya. Keputusan 

perihal hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu 

merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat 

dipidana. Keputusan terkait pidananya, jika terdakwa memang bisa 

dipidana.18 

Menurut Mackenxie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan 

putusan dalam suatu perkara , yakni sebagai berikut: 

1. Teori Keseimbangan  

Teori Keseimbangan merupakan suatu keseimbangan antara 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan 

kepentingan pihak-pihak yang terkait. 

 

 

 

2. Teori Pendekatan Pengalaman  

 
18 Ibid, hlm 240. 
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Teori ini menyangkut dengan suatu hal yang dimiliki oleh hakim 

yakni suatu hal yang dapat membantunya menghadapi berbagai 

perkara yang telah dihadapinya pada saat siding perkara. 

3. Teori Kebijaksanaan 

Aspek dari teori ini ialah menegaskan jika suatu instansi penegak 

hukum, lembaga, kalangan masyarakat dan orang tua turut menjadi 

penanggung jawab dalam membantu untuk melakukan pencegahan 

secara umum atau khusus. 

G. Metode Penelitian 

 Metode Penelitian adalah satu cara untuk memperoleh sebuat data agar 

dapat memenuhi atau melengkapi sebuah proses dari penelitian tersebut. 

Dan juga berguna untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka 

penelitian yang digunakan meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

 Pada penelitian yang digunakan penulis pada tulisannya yakni 

berupa penelitian hukum secara normative dengan kata lain penelitian 

ini yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan.19 

 
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Skripisi Universitas Indonesia, 

Jakarta, 2004, hlm 51. 
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2. Jenis Sumber Bahan Hukum 

 Penelitian Ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang 

menitik beratkan pada data kepustakaan atau sekunder. Sesuai dengan 

metode tersebut maka kajian dilakukan terhadap norma dan asas yang 

terdapat dalam data sekunder pada bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier. Data sekunder yang dipakai terdiri dari : 

a.  Bahan Hukum Primer 

 Pada sumber bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas 

norma hukum ataupun kaidah dasar. Bahan hukum yang digunakan 

penulis dalam penlitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Undang – Undang No.1 Tahun 1846 Tentang peraturan 

Hukum Pidana. 

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 

3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Seksual. 
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b. Bahan Hukum Sekunder  

 Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan tentang 

bahan hukum primer, contohnya rancangan Undang-Undang 

(RUU), rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian (hukum), 

karya ilmiah dari kalangan hukum dan lain-lain20 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Pada bahan ini memberikan petunjuk dan penjelasan tentang 

bahan hukum primer dan sekunder, contonya kamus hukum, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan lain sebagainya.21 

3. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu 

pendekatan peraturan perundangan-undangan (statue approach),, 

Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus 

(case approach). 

a. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan 

penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu terkini 

dan kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan, laporan proses 

penyidikan polisi, kasus yang sudah dihentikan.22 Pada berbagai 

 
20 Bambang sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2011, hlm 114. 
21 Ibid. hlm 139. 
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana prenada Media Group, Jakarta, 

2009, hlm 94. 
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kasus tersebut memiliki kepastian empiris, namun dalam penelitian 

normative, kasus tersebut dapat dipelajari untuk mendapatkan 

gambaran tentang dampak dimensi normalitas dalam negara 

hukum serta dalam praktif hukumnya, lalu menggunakan analisis 

untuk memberi analisis kuat pada sistem hukum dalam penjelasan 

hukum.23 

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

 Pendekatannya adalah meninjau semua peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan adanya masalah hukum yang sedang 

dibahas. Bagi penyelidik kegiatan secara praktis, pendekatan 

hukum mengkaji apakah ada konsitensi dan kesepakatan antara 

suatu Undang – Undang dengan peraturan Perundang-Undang 

lainnya24 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

 Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode studi Pustaka atau Library Research yang 

mengedepankan cara mencar dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis 

dengan mengutip bahan pustaka yang berhubungan dengan objek 

penelitian, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Dengan cara mengumpulkan data dari undang-undang terkait seperti 

 
23 Johni Ibrahim, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Cetakan ketiga, Bayumedia 

Publishing, Malang, 2007, hlm 321 
24 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm 115. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP ) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang- Undang Nomor 23 Tahun 

2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

5. Pengolahan Bahan Hukum Sekunder  

 Sejalan dengan metode pengumpulan bahan hukum yang disebutkan 

di atas, peneliti akan mengola data yang dihasil kan dari penelitian ini, 

peneliti akan menelaah, menganalisis dan menjelaskan hasil dari 

penelitian guna memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. 

6. Metode Analisis Bahan Hukum 

 Analisis data dilakukan secara kualitatif sistematis, komprehensif, 

jelas dan lengkap. Analisis kualitatif dengan cara menjelaskan dan 

menerangkan data dalam bentuk kalimat yang disusun dengan pokok 

bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan sistematis yaitu 

sesuai dengan konsep sehingga memberikan jawaban dari penilitian. 

Kemudian penelitian dilakukan dengan menganalisis kesimpulan 

sebagai jawaban atas pokok jawaban. Metode ini bertujuan guna 

mengembangkan konsep tensivitas pada masalah menerangkan 

kenyataan yang berkaitan dengan teori dari dasar pemahaman akan satu 

atau lebih fenomena yang dihadapi. 
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7. Penarikan Kesimpulan 

 Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan 

penalaran deduktif yaitu berfikirnya berasal dari penarikan kesimpulan 

dari pembahasan yang bersifat umum ke pembahasan yang bersifat 

khusus guna mencapai tujuan yang diinginkan. 
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